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LEMBARAN DAERAH
KOTA  BANDUNG

TAHUN

NOMOR

:

:

2003

08

TAHUN

S E R I

:

:

2003

A

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 03 TAHUN 2003

TENTANG

PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65
Tahun 2001 tentang Pajak Daerah maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Bandung Nomor 18 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran
berikut perubahannya perlu disesuaikan dengan ketentuan yang baru tersebut;

b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a di atas,
perlu mengatur kembali tentang Pajak Restoran yang ditetapkan dalam
Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar
di Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa
Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262 Jo. Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun
2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3685 Jo. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3686 Jo. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3987);
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5 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3839);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran
Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II
Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3358);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan
Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun
1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Penyidikan
terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Ancaman
Pidana/Sanksi;

14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun
1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar
Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;

17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan
Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;

18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program
Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;

19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 31 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Kepariwisataan;
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Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PAJAK RESTORAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

a. Daerah adalah Kota Bandung;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;

c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD ada1ah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;

d. Walikota adalah Walikota Bandung;

e. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah yang
berwenang dalam bidang Pajak dan mendapat pendelegasian wewenang dari
Walikota;

f. Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan
oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang
seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah
dan pembangunan Daerah;

g. Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan di Restoran;

h. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan
dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering;

i. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan
atas penyerahan barang dan/atau jasa sebagai pembayaran kepada pemilik Restoran;

j. Pengusaha Restoran adalah orang priibadi atau badan yang menyelenggarakan
usaha Restoran, rumah makan, bar, cafe, bakery, pujasera, dan sejenisnya untuk dan
atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi
tanggungannya;

k. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat
yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran Pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan
kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah;

l. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak;

m. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang
digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak
yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota;
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n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB
adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok, jumlah
kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
administrasi, dan jumlah yang masih harus di bayar;

o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat
SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah
pajak yang ditetapkan;

p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak
karena jumlah kredit pajak Lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak
seharusnya terutang;

q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;

r. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk
melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;

s. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang
diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran
Peraturan Daerah Kota Bandung yang memuat sanksi/ancaman pidana.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

(1) Objek Pajak adalah pelayanan yang disediakan Restoran dengan pembayaran.

(2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi:
a. Restoran, rumah makan, bar, cafe, bakery, pujasera, dan sejenisnya;
b. Pelayanan di Restoran meliputi penjualan makanan dan/atau minuman di

Restoran, termasuk penyediaan penjualan makanan/minuman yang
diantar/dibawa pulang.

(3) Dikecualikan dan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan (2) Pasal ini
adalah Pelayanan Jasa Boga/Catering.

Pasal 3

(1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada
Restoran.

(2) Wajib Pajak adalah pengusaha Restoran.
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BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA
PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 4

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran kepada Restoran.

Pasal 5

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 6

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak sebagaimana
dimaksud Pasal 5 dengan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 4.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Pajak yang terutang dipungut di Daerah.

BAB V

MASA PAJAK, PAJAK TERUTANG,
DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa pajak adalah 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh
Walikota.

Pasal 9

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di Restoran.

Pasal 10

(1) Setiap Wajib Pajak dalam memungut Pembayar Pajak Restoran harus
mempergunakan Nota Pesanan/Bill.

(2) Nota Pesanan/Bill sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dicetak,
diberi nomor Seri dan dipergunakan sesuai dengan Nomor Urut.

(3) Nota Pesanan/Bill sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, baru dapat
dipergunakan setelah Diporporasi oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

(4) Salinan Nota Pesanan/Bill yang sudah dipergunakan harus disimpan oleh Wajib
Pajak dalam Waktu setahun sebagai bukti dalam pembuatan Surat Pemberitahuaan
Pajak Daerah.
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